PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG

PERBANKAN SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Program Studisiikum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

egeri Palopo

VIIRA AZIS

18 0303 0013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023



PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG

PERBANKAN SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Aga . Negeri Palopo

Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan L,c,M.Ag
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EIl.,M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai
dengan Undang-Undang Perbankan Syariah”, yang ditulis oleh Nadya Ismira
Azis, NIM 1803030013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunagasyahkan
pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 03 Rabiul Akhir
1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima

sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

1. Dr. Muhammz

2. Dr. H. Haris K

a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

{ubaimad Tahmid Nur, M.Ag.
7740630 200501 1 004



PRAKATA
Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan kehadirat Allah Swt. Atas
segala rahmat dan karunia-Nya yang telah ia berikan kepada penulis sehingga
skripsi dengan judul “ PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
PERBANKAN SYARIAH”, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang

diharapkan.

Shalawat besert3 amad SAW. Keluarga, sahabat

dan seluruh g gga akhir zama diutus Allah SWT,

n penulisan skripsi
ini, penulis an keteguhan dan

ketabahan ya ari berbagai pihak,

besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azis Dawi dan ibunda Nahar
yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil
hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga

Allah SWT, membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimahkasih kepada semua pihak

yaitu :



1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor bidang
Akademik dan Pembangunan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat
Yusmad S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M dan Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah
membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, dimana

tempat penulis menimbah ilmu pgRoetahuan.

2. Dekan Fakultas Syarigh . Tahmid Nur, Wakil Dekan I

Bidang Akada Culle, Lc. M.Ag, Wakil

Dekan 1 an Keuangan yaitu
Ilham, S aan dan Kerjasama
yaitu, D anyak memberikan
motivasi aikan penelitian ini.
3. Ketua Pr@@fe i Syaa I itriani Jamaluddin,
S.H., M.H., da Ekonomi Syariah yaitu,
Hardianto, S.H., M.H. mberikan masukan untuk segera

menyelesaikan penelitian ini.

4. Kepada Pembimbing | yaitu Hamsah Hasan, L,c,M.Ag dan Pembimbing II
yaitu Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H yang telah banyak memberikan
kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat

terselesaikan.



10.

11.

Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik
penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam
penyusunan penelitian ini.

Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd beserta karyawan dan
karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,
khususnya dalam mengumpulakan literature yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian ini..

Kepada Kakak saya Eig R S.KOM dan Adik saya Ahmad

Rizali Afandi an dan menyemangati

Kepada a adik sepupu saya
Nurul K emberikan tempat
tinggal saikan skripsi saya.
Kepada Tr. Keb, Ainul
Rahmadhani gsniati, yang selama ini
membantu dan memberi penyusunan penelitian ini.

Kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Desa Rante Mario Kec.

Tomoni Kab. Luwu Timur yaitu Roslina S.E, Asrawati Rigu, Nurul Khotimah
S.E, Renaldo S.E, Fany Charunissa Lamssa, Inggrid, Jasbil dan Arianto yang
senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan dan dukungan dalam
menyelesaikan penelitian ini.

Kepada teman-teman HES A angkatan 2018 yang selama ini membantu

memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

Vi



12. Kepada Idola saya BTS, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung
HoSeok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jeongguk, secara tidak
langsung telah menjadi penyemangat dan memotivasi  penulis dalam

menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala saja kepada semua pihak yang telah

membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi ini dan

mudah-mudahan bernilai ibada gdapatkan pahala dari Allah SWT dan

Aamiin

Peneliti pahwa dalam penelitl3 banyak kekurangan
dan kekelirua ih j arena itu saran dan
kritik peneliti an ini bisa menjadi
salah satu wuj iti hkan.

Palopo, 30 Mei 2022

Nadya Ismira Azis

Vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu

pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan

Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

aralatin

Nama(bunyi)

Tidakdilambangkan

Be

Te

Esdengantitik diatas

Je
Hadengantitikdibawah
Kadan Ha
D De
3 Zal Z Zetdengantitikdiatas
0 Ra R Er
B Za Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy esdanye
) Sad S Esdengantitikdibawah
) Dad d Dedengantitikdibawah
L Ta T tedengantitikdibawah
L Za z zetdengantitikdibawah

viii




& ‘Ain ‘ Apostrofterbalik

¢ Ga G Ge
- Fa F Ef
) Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
Lam L El

N Mim M Em
U Nun N En

W We

Ha

Apostrof
Ye

tanda apapun.
)

1. Vokalaksara

Vokalbahasa Arab,seperti™ donesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasiny sebagai berikut:

AksaraArab AksaralLatin
Simbol Nama(bunyi) Simbol Nama(bunyi)
! Fathah A A
! Kasrah I I
°) Dhammah U U




Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan harakat

danhuruf,transliterasinyaberbentukgabungan huruf,adalah sebagai berikut:

Artikel ditulis t

mendatar (-).

Contoh:

m/\;al-syamsu(bukan asy-syamsu)

‘d}l )'5\: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

434l : al-falsafah

22U). al-pitddu

AksaraArab Aksaral atin
Simbol Nama(bunyi) Simbol Nama(bunyi)
$ Fathahdanya Al Adan |
3 Fathahdanwaw AU Adan U
Contoh:

huruf J! (alif lam
huruf syamsiah dan
ang mengikutinya.

goungkan dengan garis




3. Maddah
Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda.

AksaraArab AksaraLatin
HarakatHuruf Nama(bunyi) Simbol Nama(bunyi)
PO L Fathah dan a adangarisatas
akif,fathahdag

idangarisatas

b udangarisatas

Garisda . i i i an garis lengkung

seperti huruf sudah dibakukan

dalam font se
Contoh:

C.—‘\-:“:méta

(s*) rama

5 0 s~

Ciaad :yam(tu

4. Ta marbutah

Ada dua transliterasi dalam tamarbiitah. Artinya, ta marbtah yang hidupatau
memiliki harakat fatha, kasrah,dhammah, transliterasi [t].
Transliterasinyaadalah[h]sedangkantamarbitahmatiataumendapatHarakatSkun.Jik

akatayangberakhiran tamarbitah diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al,

Xi



dan

keduakatatersebutdibacakansecaraterpisah,makatamarbiitahditransliterasikanha(h)

Jeb¥Ixia ) raudah al-atfal
A\l aallo - fadilahal-madénah:

Aa&s la)-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Arab di lambangkan
dengan sebus . ¢ ambangkan dengan

pengulangan

ut
#2=nu‘ima:

W -
92 ‘aduwwun

Jikahurufsberzasydiddiakhirsebuahkatadandidahuluiolehhuruf

kasrah(gs),makaiaditranliterasisepertihurufmaddahmenjadi(a).

Contoh:
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Ele T <Ali (bukan “Aliyy atau “Aly)

25—):)/9 ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Hamzah

Aturantransliterasihurufhamzahmenjadiapostrof(")hanyaberlakuuntukhamza

hdi tengah dan di akhir kaié ika hamzah berada di awal Kkata,

ituadalahalif Arab dag
Contoh:
Al-nau’
Syai’un

umirtu

£
PO X

JI R

1, - ol
) Jumirtu

7. TulisanArabyangumumdigunakandalambahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah,

ataufrasayangtidakbakudalambahasalndonesia.Kata,istilahataukalimatyangsudahla
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zim dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia tidak
lagiditulismenurutcaratransliterasidiatas.Misalnya, kataHadis,Sunnah,khusus,danu
mum.Namun,bilakatakatatersebutmenjadibagiandarisaturangkaianteksArabmakam

erekaharus ditransliterasi secarautuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesiaadalah kata alQur an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun

dalampenulisan naskah ilmiah digg akan sesuai asal teks Arabnya yaitu

alQur an,dengan huruf 2 a tanda panjang, kecuali ia

merupakan bagi

Contoh:

Kata huruf jarr dan huruf

lainnyaatauberkedudukkansebz rasanominal),ditransliterasitanpahu
rufhamzah.
Contoh:
REL
A5 dinullah

&L billah

Adapuntamarbiitahdiakhirkatayangdisandarkankepadalafzaljalalah,ditranslit

erasidenganhuruf{t]

Contoh:
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HALA 3880 " humfirahmatillah
9. HurufKapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalamtransliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
hurufkapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Hurufkapital, misalnyadigunakanuntukmenuliskanhurufawalnamadiri(orang,tempa

t,bulan)danhurufpertamapadaperm alimat.Jikanamapribadididahuluioleharti

kel (al),huruf kapital grtama nama pribadi, bukan

hurufpertama 2 menggunakan huruf
kapital (Al).At erensiyangmendah
uluiartikel,jika

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi
Abna Sulfar Rabbi
Ghazalee
Al-Mungizminal-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abu>(bapakdari)sebagainamakeduaterakhirnya,makakeduanamaterakhirituharus

disebutkansebagainama akhirdalamdaftarpustakaataudaftarreferensi.
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Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad(bukan:Rusyd, Abual-
WalidMuhammadlbnu)

NasrHamid Abu Zaid,ditulismenjadi:AbuZaid,NasrHamid
(bukan:Zaid,NasrHamidAbu)

Contoh:

B. DaftarSingkatan

Beberapasingkatag

SubhanahuWata ala
Saw.

a.s.

orangyang masihhidupsaja)
wW =  Wafattahun
QS = Qur’an, Surah

HR = HadisRiwayat’

1 Abdul Pirol et.all. “PedomanPenulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel limiah”, (Palopo:
Institut Agama Islam Negeri Palopo), h.96
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Nadya Ismira Azis, 2023. “Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan
Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah”. Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan L,c,M.Ag dan
Muhammad Fachrurrazy, S.EIl.,M.H

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan
syariah sesuai dengan Undang-Undang perbankan syariah. Penelitian ini
bertujuan: Guna mengetahui dan memahami Praktik pengelolaan wakaf uang di
Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Undang-Undang perbankan syariah;
Guna mengetahui dan memahami peranan perbankan syariah dalam pengelolaan
wakaf di Indonesia.

Metode penelitian yang digunaka
pendekatan kepustakaan(libra
normatif,bahan data prime
kepustakaan sedangkas
yang berkaitan dg

yaitu metode kualitatif deskriptif dengan
h)dengan jenis penelitian  hukum
mentasi (telaah dokumen), studi
ail dari dokumen-dokumen

aelitian terdahulu yang
tentang perbankan
elanjutnya  disusun
kan data sehingga

ditarik kesimp i 3 : i.

ini laan wakaf uang di
lembaga keua i syariah, koperasi
simpan pinja pembiayaan syariah

diatur dalam
pengelolaan
syariah, peng

secara garis besar
si produk keuangan
a nazir (pengelola

melakukan kegiatan usaha yang b angan dengan prinsip syariah. Perbankan
syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian, selain
fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Peranan
perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya
adalah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerbitkan
sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk
penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama nazir dan dapat
mengelola dana tersebut sampai nazir menetukan.

Kata kunci: Perbankan syariah, LKS-PWU, Wakaf Uang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian wakaf uang dalam konteks Indonesia mulai menggeliat seiring
dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tunai oleh M.A Mannan, ketua Social
Investment Bank (SIB). Pengalaman Mannan di Bangladesh menjadi isniprasi

sejumlah kalangan untuk menerapkagmmodel cash waqgf di Indonesia. Cash waqf

model Mannan diterjemal suNg gagasannya dengan istilah

Tunai: Sebua kan oleh PIKTIUI
ema “Wakaf Tunai

pada tahun 20

Inovasi Fina 3 imur Tengah dan

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
aturan penyaluran wakaf uang telah diatur yaitu melalui jasa Lembaga Keuangan
Syariah yang resmi ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf

Uang (LKS-PWU) sehingga dengan kehadiran perbankan syariah dapat dirasakan

? Mustafa Edwin Nasution and Uswatun Hasanah, “Inovasi Pengembangan Wakaf Di
Berbagai Negara, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Depok: PSTII Ul, 2005), 3.

% Martini Dwi Pusparini, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran
Abdul Mannan, (Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, 2016), 24.



oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke
atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin).*

Telah resminya badan wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang
bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia, dimana keanggotaannya
diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusan presiden
Nomor 75 Tahun 2007 memiliki fungsi strategis sebagai pengemban amanah

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2Q04 tentang wakaf. Bahkan pada tanggal 9

September 2008 telah dire syariah Indonesia menjadi LKS

(lembaga keuanga akaf uang, yaitu bank

muamalat Ind ar i iri g DKI syariah, dan

utlak diperlakukan
dalam meni pribadi maupun
kelembagaan. , wakaf merupakan
dalam pembangunan ekono i0Ng am pasal 4 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan setelah disebut Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan:®

“(3) Bank Syariah dan Unit Syariah dapat menghimpun dana sosial yang

bersumber dari wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)

* Muhammad Syafii Antonio and Hilman Fauzi Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial
Perbankan Syariah : Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin, (Jurnal Keuangan
dan Perbanakan, Vol. 16, No. 2, 2012), h. 243.

% Riawan Amin, “Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang” , Al-Awqaf, (Vol.1 No. 1,
Desember 2008), h. 66

® DPRRI, « Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, (Dewan
Indonesia, 2008).



sesuai dengan wasiat pemberi wakaf (wakif), (4) Pelaksanaan fungsi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

Penerapan dan pengembang instrument wakaf dikembangkan secara
produktif oleh umat dan hasilnya dapat disalurkan kembali pada umat sesuai
dengan tujuan wakaf. Sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipraktikkan
sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.’

Adapun ayat yang membgak entang wakaf terdapat dalam (Q.S. Ali

‘Imran /3:92) yaitu

4 G S 160 &
Terjemahnya:

“Seseorang tidak akan Saiipai pajikan hakiki dan tidak menjadi
seorang yang berbakti kepada Allah Kecuali bila ia menginfakkan harta miliknya
yang berkualitas baik dan ia cintai. Perbuatan yang tidak menginfakkan harta
benda yang bukan dicintai dan berkualitas rendah sehingga menjauhkan dari sikap

keimanan kepada Allah Swt. Apapun yang diinfakkan oleh manusia, baik

berkualitas tinggi maupun berkualitas rendah sesungguhnya Allah Maha

" Badan Wakaf Indonesia, “Wakaf Produktif Pada Zaman Nabi Muhammad & Para Sahabat”,
mengutip sumber internet URL https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakafproduktif-di-zaman-
rasulullah-saw-para-sahabat.

® Kementerian Agama, “Al-Quran Al-Karim”, (Unit Percetakan Al-Quran Bogor, 2018), 62.



https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf

Mengetahuinya. Keikhlasan orang-orang yang berinfak atau sikap riya mereka

tidak sedikitpun tersembunyi”.9

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalannya
maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala
dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir
terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan

Ditegaskan dalam hadits.*°

bermanfaat, hukum wakaf adalah

‘/{*{\ oe AT ORI 0l9)) .
. a & Jgu O
g Ch Aadun Y

. 4-:'35 ;;o 2

2 - 14!0 2

lainnya, dia tidak
Barang siapa yang
akan membantu
N satu kesusahan orang
; kesusahan baginya dari
kesusahan-kesusaha i arang siapa yang menutupi (aib)
seorang muslim maka al enutupi (aibnya) pada hari kiamat.."

Lembaga Keuangan Syariah BSM (bank syariah mandiri) telah melakukan
pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas,
misalnya dalam hal pengelolaan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang
dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada

nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan uang di

% Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Wasith jilid I, (Jakarta, Penerbit: Gema Insani, 2012), 193.

1% Hendi Suhendi, ““ Figh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 240.

Abu I1sa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381,
(Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

2 HR. Bukhari: 2262- Tentang seseorang muslim adalah saudara muslim lainnya.



BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin
berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan
kehadiran saksi dan nazir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM
bekerjasama dengan Badan Wakif Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk
investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan,
dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasi dalam

deposito syariah mandiri®.

Namun kenyataan jadi wakaf tunai belum dikelolah

secara optimal Qle jaruhinya salah satunya

adalah masih a pemahaman masyarakat te dah wakaf tunai ini.

Hal ini bagaimana strategi
pengembanga i ikaj ih j pengelolaan hingga

pendistribusia ii i lebih profesional

tunai secara profesional hingga pendistribusian wakaf tunai di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan

menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGELOAAN WAKAF

UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SESUAI DENGAN

UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH”

3 Ahmad Furqan, “Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri”, (Jurnal IAIN
Walisongo Semarang, Vol. 6, No. 1 2012), h. 113



B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan syariah
berdasarkan Undang-Undangwakaf tahun 2004 dan undang-undang
perbankan syariah?
2. Bagaimana peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di
Indonesia berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang 21 tahun 2008?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui g yakaf uang di lembaga keuangan

n 2004 dan undang-

syariah

pengelolaan wakaf
uang -Undang 21 tahun
2008.

D. Manfaat |
1. Manfaat Teoritl
Penelitian ini bermantag bah wawasan pengetahuan yang
luas, informasi dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengelolaan
wakaf uang menurut hukum ekonomi syariah, kemudian dapat digunakan sebagai
bahan penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai
pustaka yang menjadi tumpunan penelitian lain sebagai teori serta berperan

sebagai perkembangan ilmu pengetahuan pada IAIN Palopo khususnya program

studi Hukum Ekonomi Syariah.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola
pikir terkait dengan pengelolaan wakaf uang prespektif hukum ekonomi syariah
dan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapk g ilmu pengetahuan agar tingkat

kesadaran masyag



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Relevasi Kajian Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil
penelitian yang mengangkat tentang Pengelolaan Wakaf Uang di LKS sesuai
dengan UU perbankan syariah, bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Ada

beberapa penelitian yang berkaitagadengan masalah yang diteliti dan akan

diuraikan oleh peneliti, u an dan perbedaan yang dilakukan
oleh peneliti, behs
pei Penghimpunan,
menggunakan jenis
ve sampling yaitu
tujuan tertentu dan
, dokumentasi, dan

pengelolaan dan penyaluré Baitul Maal Indonesia BMT BIF

meliputi dua cara yaitu internal dan eksternal®*. Persamaan penelitian ini
dengan peneliti teliti adalah membahas tentang pengelolaan wakaf uang.
Adapun perbedaan penelitian ini adalah pengelolaan dan penyaluran wakaf
tunai di Baitul Maal Indonesia sedangkan penelitian yang diteliti penulis fokus

pada pengelolaan dalam hukum ekonomi syariah.

YWinche Herlan, dan Abdul Mujib, Strategi Penghimpunan, Pengeloaan dan Penyaluran
Wakaf Tunai, (Az-Zagra: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2021), 269.



2. Mohammad Amiq Kamaluddin Tahun 2020, Dalam penelitiannya yang
berjudul “Peran Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di
Indonesia. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa peran perbankan Syari’ah
di Indonesia adalah sebagai bank kustodi atau sebagai bank penitipan dana
wakaf. Seara teknis operasional, wakif menyetorkan dana wakafnya ke bank
Syari’ah atas nama BWI Yang ada di bank Syari’ah tersebut dan sebagai

gantinya wakif akan mendapatkagesertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang

tersebut diterbitkan olg di bank Syaria’ah. Sertifikat

wakaf uang diadminisrasikan secara
terpisah d aria’ah yang paling
baik untu ad ini lebih dapat

menjamin rang sedikitpun.™

adalah sama-sama

dangkan perbedaan

pda penelitian ini berfokus

pada proses pengelolaan We ank syariah Kota Palopo, sedangkan

penelitian sebelumnya membahas tentang peranan perbankan syariah di
Indonesia.

3. Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siriwadi, dan Nur Herlina Tahun

2021, “Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (studi kasus)

Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah sekolah

berasrama di Kota Palopo Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan

> Mohammad Amiq Kamaluddin, Peran Perbankan Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf di
Indonesia.( AL-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2020)
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jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
ini adalah Pondok Pesantren Datuk Sulaiman (PMDS) dan Muhammadiyah
memiliki potensi besar untuk mewujudkan gerakan ekonomi dan kemandirian
dengan konsep wakaf produktif dipondok pesantren. Mendukung pengelolaan
dan optimalisasi potensi wakaf yang ada (tradisonal) dengan menggunakan
instrument wakaf produktif dan memanfaatkan fasilitas teknologi digital yang

telah mengembangkan ekonomi_gesantren.'®Persamaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya gcmbahas mengenai perwakafan,
sedangkan p an ini ebelumnya yaitu pada
penelitian produktif dipondok
pesantren uang diperbankan

syariah ko
4. Qurratul

2017 yan(

adalah jenis penelitian € etode deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-
PWU) memiliki peran yang teramat penting untuk optimalisasi wakaf uang.
Ini karena wakaf uang tidak dapat langsung diserahkan ke nazir, melainkan
harus melalui lembaha keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Dan untuk mendukung itu semua, lembaga keuangan syariah penerima wakaf

uang seharusnya secara profesional mengelola dalam penarikan, serta

*Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Nur Herlina, “Potensi
Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus) Pondok Pesantren Modern Datuk
Sulaiman dan Muhammadiyah Sekolah Berasrama) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan™. 141.
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mekanisme pengelolaan, dan membutuhkan akuntabilitas dan integritas dalam
pelaporan sisi pelaksanaan wakaf uang yang diterima'’. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang sama-sama
membahas tentang lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang
sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan

Undang-undang perbankan syarialksedangkan penelitian sebelumnya berfokus

5. Nur Harrieti “Perspektif Hukum:

Peranan F ang di Indonesia”.
Jenis pene is normative. Hasil
penelitian um yang diperoleh
melalui i um dan penemuan
hukum in perbankan syariah
yang menyeluruh dan afi1S ui suatu proses analisis dengan
menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum mengenai
perbankan syariah dan wakaf uang'®. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang bagaimana peran perbankan
syariah mengelola wakaf uang, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyesuaikan pengelolaan wakaf

7 Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
(LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, (Ziswaf, Vol. 4, No. 1 Juni 2017).

'8 Nur Harrieti dan Etti Mulyati, “Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam
Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, (Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.
17, No. 2, Desember 2017).



12

uang dengan Undang-undang perbankan syariah sedangkan penelitian
sebelumnya menggunakan perspektif hukum dimana penjelasan perspektif
hukum ini sangat luas.

6. Choirunnisa, 2021. Dengan judul penelitian “Konsep Pengelolaan Wakaf
Uang di Indonesia”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
analisis. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tentang wakaf uang yang

dilaksanakan di Indonesia yanggdiatur dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang walk hkan mewakafkan uang melalui
lembaga ke menteri, wakaf yang
qif yang dilakukan
secara ter iterbitka : akaf uang, sertifikat
wakaf ua [ i keuangan syariah
kepada wé perupa uang kepada

ya sertifikat wakaf

perbedaannya adalah penelitian ini merujuk pada undang-undang perbanakan
syariah sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang konsep

wakaf uang.

19 Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, (Ekonomica Syariah:
Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah VVol.7, No. 1 Agustus 2021).
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B. Teori Yang Relevan

1. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf Uang (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di
Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Syarifudin Arif.: 2010. 93.) pada era
Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan
aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan

bahwa sekalipun tidak ada dukung is yang kuat, penggunaan harta bergerak

sebagai wakaf dibolehk dah menjadi kebiasaan umum

pada daerah ¢ bagi Imam parakhsi, kebiasaan

umum tidak s enjadi persyaratag dalam penggu ta bergerak sebagai

harta wakaf.

Terday apa ahli fi tsmania menyusun
bangunan wa : erak dapat menjadi
Jagai aset bergerak.
Ketiga, persetujuan™@ . Kg@opuleran wakaf uang terjadi
setelah Professor Mannan i i ja di Bangladesh melalui Social
Investment Bank Limited (SIBL).

SIBL membuat Sertifikat wakaf uang (Cash Wagf Certificate) untuk
mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf uang yang
telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “ wakaf uang”,

ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf uang kepada kalangan



14

mustadh’afin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan

dhu’’afa”(orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92-94).%°

2. Dasar Hukum Wakaf Uang
a. Wakaf dalam Al-Qur’an:

)
w

BB gt b )R L shad Laa ) 3

enginfakkan
infakkan,

aha

Tafsir

Dalam

dijalan Allah SWT, apa yang disuk

s 5l 1l &
Y 4

(yang sempurna)
mu cintai. Apapun
Mengetahui

kebaikan sebelum

. Mencampurkan yang disukai atau yang

tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih

kebajikan yang sempurna.?

b. Hadits

20 Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. (Ekonomica Sharia: Jurnal

Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021).

*'Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018),62
>’M. Quraisy Shihab, al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-

Qur’an, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121.

M. Quraisy Shihab, al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-

Qur’an,122.



15

mwf-)d\us: dhmﬁh/ \Jaaua“.bl.u.\a

z

M‘JJMJ i.é.'c—au.\\ ':)'é}uh CE Al e ‘_)AAJM
QAY\M@M\Q&«JY\HLAM\JBPSMJUQ’A&\&»A
81 9.) Mﬁucdhaﬁ‘g\gmh"}e.b‘giuhﬁhu)d

24.((5“)-\'“

Artinya :

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ja far menceritakan
kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu
Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati,
maka putuslah segala amalny ali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). llmu
yang dimanfaatkan. Dg ang mau mendo akannya”. (HR.
Tirmidzi).?

Harta an tidak boleh dijud n atau diwariskan.
Akan tetapi, dapat dimanfaatkan
untuk kepenti akafkan.

Hadits elah mendapatkan

sebidang tan: llah SAW: Wahai
Rasulullah apaka¥< et gl “dengan tanah tersebut?
Beliau menjawab: jika € tanah itu dan sedekahkan
manfaatnya! Maka dengan petunjuk™deliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya
dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula

diwariskan.?®

Hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama

menafsirkan shadagah jariyah dengan wakaf.

# Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No.
1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

®Moh. Zuhri, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa’,
1992), 736.

%®HR Bukhari dan Muslim
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Dari riwayat tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual belikan,
diwariskan atau dihibahkan.

2) Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif (orang yang berwakaf).

3) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan
Islam.

4) Harta wakaf dapat dikuasaka & pengawas yang mempunyai hak untuk

ikut menikmati hag 9 dan tidak boleh berlebih-
lebihan.

5) g taha lama, tidak

Tahun 2006 dan PP No. 25 Tal U8 sebagai bukti negara mengawal dan
memperhatikan  pengembangan  instrument wakaf sebagai instrument
pembangunan ekonomi di Kkesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia.
Amanat Pasal 22 UU No. 4/2004 Bab Wakaf tentang penetapan harta benda

wakaf untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya bisa

dialokasikan ke:

’Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia..., 23
file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI1%20AKHID A%20NAFIS%20KURTUBI%20(PER
PUSTAKAAN).pdf
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1. Fasilitas dan kegiatan ibadah

2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan

3. Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa

4. Kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan/atau lainnya
kemajuan yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan®.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian har anfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tg guna keperluan ibadah
dan/atau kese
b) Fatwa M

Bahwa atkan tanpa lenyap

bendannya, de ids indaka dap benda tersebut

disalurkan ke ! i kA Bada. Peranan Fatwa

dengan mengeluakan fatwa tentang wakaf uang dan mengajak masyarakat
Indonesia untuk berwakaf secara produktif. Dengan fatwa DSN-MUI membuka
ruang bagi pengembangan ekonomi umat, khususnya wakaf, akan dibuka jika

dilakukan secara massif, secara tidak langsung akan mendongkrak perekonomian

®Muhammad Fachrurrazy et.all, “Potential for Digital-Based Productive Waqf
Development (Case Studi Datuk Sulaiman Modern Islamic Boarding School and Muhammadiyah
Boarding School) in Palopo City, South of Celebes, (Al-Falah: Journal of Islamic Economics, May
2022) h. 149-150

2% Suharwadi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 7.
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dari bangsa Indonesia. fatwa MUI menjelaskan (MUI 2002) wakaf tunai/wakaf al-
Nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga
atau badan hukum dalam bentuk tunai uang.

1. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

2. Wakaf uang hukumnya (mubabh).

3. Wakaf uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

diperbolehkan oleh syariah.

Nilai pokok wakaf tu astariannya, itu tidak boleh dijual,
Kompilas
Wakaf
dengan redaks e au kelompok otang
atau badan h : i aian i enda miliknya dan
melembagaka Ve ! : o ingd™Mbdah atau keperluan
sebagian besar pasal-pasalnya Iripan dengan apa yang telah diatur
dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP. No.
28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan KHI memuat
tentang perwakafan secara umum.
Wakaf yang terdapat dalam kopilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada

tanah milik, tetapi juga mencakup benda bergerak dan benda yang tidak bergerak

%0 Muhammad Fachrurrazy et.all, “Potential for Digital-Based Productive Waqf Development
(Case Studi Datuk Sulaiman Modern Islamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding
School) in Palopo City, South of Celebes, (Al-Falah: Journal of Islamic Economics, May 2022) h.
150-151.
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yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut
Islam.®
d) Peraturan Wakaf di Indonesia
Wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan ataupun atauran pemerintah
diantaranya adalah:
1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960.

2) Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 1977 tata cara perwakafan tanah

milik.
3) Peraturan ang perincian terhadap
peraturan ; are ifan tanah milik.
4) Instruksi dan Kepala Badan
at tanah wakaf.
5) tang pelaksanaan
6) mpilasi Hukum Islam.
7) Undang-Undang No.41
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *
3. Rukun Dan Syarat Wakaf
Ada empat rukun dalam berwakaf yaitu:

a) Orang yang berwakaf (al-waqif)

b) Benda yang diwakafkan (al-mauquf)

$1Depertemen Agama, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Agustus 2003), 30-31.
%2 Elsa Kartikia Sari, Pengantar Hukum Dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.
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c) Orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf’alaihi)
d) Lafadz atau ikrar wakaf (sighah)

Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan,
orang yang menerima, hingga ucapan lafadz berbeda-beda. Adapun seperti
dibawabh ini:

a) Syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut,

berakal, baliq, dan mampu bertimdak secara hukum (rasyid).

b) Syarat benda yang akag g adalah barang berharga, barang
yakaf, dan benda yang
berdiri sen( dak melekat pada harta lain.
c) Syarat ora i uslim, merdeka dan
adalah orang yang
dengannya dapat
kepentingan Islam
d) Syarat wakaf yang terakhir® isi ucapan. Pertama, ucapan harus
menunjukkan kekal(ta’bid). Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu.
Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan, lalu ucapan bersifat pasti dan
keempat tidak diikuti isyarat yang membatalkan.*®
4. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterimah oleh

mereka yang melakukannya adalah umat besar pula. Sebagian orang miskin tidak

*3Faishal Haq, “Hukum Perwakafan Di Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2017), 6.
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mampu untuk mencri nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki,
yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang
tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.
Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas
kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka
hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu

kemiskinan, sehingga beban kehidupag mereka akan menjadi lebih ringan. Orang

yang mewakafkan hartanyz g pahala dari Allah di hari yang

tidak ada perling di hari di mana amal
perbuatan diti

Al-Quran gas tentang wakaf.
Hanya saja, ka ajikan melalui harta
benda, maka at Al-Quran yang
memerintahka aata ! id<an jugd"Mencakup kebajikan
memungkinkan untuk diambi a diberikan untuk jalan kebaikan.*

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin

kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan,

karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

**Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasri 'wa Falsafatuh, Juz |l,(Beirut: Dar al-Fikr,
1980), 131.

*Helmi Karim, FigihMuamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 240.
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b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus
menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih
dimanfaatkan.

c. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali
manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan
kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi

orang-orang yang tidak mampu_gacat mental/fisik, orang-orang yang sudah

lanjut usia dan sebagaig lukan bantuan dari sumber dana
i sendiri dan para
sahabat dengg 3 ij pun dan kuda milik
u kemudian diikuti

mereka pribad

oleh umat Isla

luas, antara lain yaitu menu dlian dan tanggung jawab terhadap
kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala
yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah sudah meninggal dunia.
Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai

dengan ajaran Islam Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan

37 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam: Jilid 111, (Jakarta Rajawali, 1988), 77.
% Sayyid Sabig, Figh al-sunnah, 308.
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peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan
sebagainya.®
5. Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Aktivitas investasi, sebagaimana biasanya akan menghadapi dua kemungkinan
untuk atau rugi. Kondisi ini disebabkan harta wakaf termasuk harta umat(publik)
yang memliki fungsi sosial, memliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan

harta pada umumnya. Tentulah dalagamenginvestasikan harta wakaf hanya dapat

dilakukan pada sector gdatangan  keuntungan. Dalam
menginvestasikag i_investasi pada sector
sebab itu, kegiatan
investasi wak ntaranya, pertama,
memilih jenis yang paling kecil,

misalnya inve minan syariah dari

pihak ketiga emperhatikan figih
aulawiyat (skala pri0 , pengawaan, dan
control dari auditor intern percayakan kepada nazhir yang

profesional dan ahli di bidangnya.”.
6. Tata Cara Wakaf Tunai Berupa Uang

Wakaf tunai berupa uang, kiranya dapat diserahkan ke bank Syariah sebagai
penerima dan penyalur wakaf sesuai S.K. Dir. Bl No. 32/34/KEP/DIR tentang

Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dimana pasal 29 ayat (2) berbunyi:

**Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 124
*Ghandi Liyorba Indra, Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern,
(Malang: LiterasiNusantara, 2021), him. 254
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“Bank dapat bertindak sebagai lemabaga baitul maal, yaitu menerima dana yang
berasal dari zakat, infak, shadagah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dana/atau pinjaman
kebajikan (qardhul hasan)”. Disampin itu juga kepada Bank Perkreditan Rakyat
sesuai S.K. Dir. Bi No0.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkeridtan Rakyat
berdasarkan prinsip syariah dimana di dalam pasal 28 berbunyi: “BPRS dapat

bertindak sebagai lemabaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infak, shadagah 3y dana sosial lainnya dan
menyalurkannya_l pan dan/atau pinjaman
kebajikan.”

Memperhs a banyak memberi
kesempatan b an hartanya selain

tanah, dan bank akan dapat

Penghimpunan atau is Ing diartikan sebagai pengumpulan
dan atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia,
yang dimaksud dengan pengumpulan dan atau penghimpunan dana adalah proses,
cara, perbuatan mengumpulkan, pengimpunan, penyerahan. *?

Sedangkan, pengelolaan dalam kamus bahasa Indonesia lengkap

disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau

1 DR. Mardin, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama,
2020), him.70-71.

42 Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, “Manajemen Fundraising Wakaf
Produktif: Perbandingkan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia”. ( Asy-
Syir’ah 49, No. 2, 2015). 510
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proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau
proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.*?

Definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan
ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan

presentase tertentu digunakan untyk pelayanan sosial.** Dalam konteks ke

Indonesiaan, wakaf uang 2 nai dalam bentuk rupiah yang

dikelola secara g Rawquf alaihi. Contoh,
berwakaf uan ah penerima wakaf
uang yang be
wakaf uang, dapat
dipahami bah dari wakif kepada

pengelola wa i i i Weesuai dengan tujuan

yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf
tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf
tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin domisili di berbagai tempat,

sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada tempat dan

“3 Fitria Rizal, “Wakaf Non-Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,”
(Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5, No, 2, 2019), 177.

** Mahyuddin Bin Haji Abu Bakar, “Hubungan Antara Agihan Zakat Dan Kualiti Hidup
Asnaf Fakir Dan Miskin”, Doktor Falsafah Universiti Utara Malaysia, (Malaysia: Universiti Utara
Malaysia, 2012), 33.

“ Fahruddin Ali Sabri, “ Wakaf Uang Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyesejahterakan
Masyarakat”, (Al-lhkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial VVol, 8, No. 1, 2014), 50.
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waktu. Sebab wakaf uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah
pendistribusian.*

C. Kerangka Pikir

1.Q.S Al-Imran/3:92
2.HR. Tirmidzi
3. Fatwa MUI
4. KHI

Undang-undagg

tentang keutamaan bersedekah, kemudian HR. Bukhari & Muslim yang
mengatakan bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau
diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus secata terus menerus dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang
mewakafkan, Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang pengertian wakaf uang

dalam kebolehan wakaf uang.

**Siska Lis Sulistiani, “Pengimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan
Syariah Di Indonesia”, ( Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5, No. 2, September 2021), 256.



BAB Il1
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library
research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan kerena

sumber-sumber data yang digunakag. adalah berupa data literature. Penelitian

pustaka (Library research ghan pustaka sebagai sumber data

utama. Data-datg mpulkan melalui studi
pustaka atau perundang-undagan.
Pengumpulan nggunakan metode
mengkaji be yaitu penelitian
kepustakaan®’
Berdasaji® : i AN bahwa penelitian
kepustakaan (Libra : ‘. JKai egiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpula
mengolah bahan penelitian. Library research merupakan suatu penelitian yang
memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.
2. Sifat Penelitian
Berdasarkan judul diatas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai

pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, Bogdan dan

Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur kegiatan penelitian

“" Sutrusni Hadi, Metodologi Research. Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h.9

27
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati*®. Sedangkan definisi tentang metode penelitian
kualitatif bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan
pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data yang bersifat induktif

atau kualitatif dan hasil peneliti lebih menekankan makna daripada

generalisasi®.

Berdasarkag : iatas aulkan bahwa metode
kualitatif atau akukan secara utuh
kepada subje iti i A % a dimana peneliti
menjadi instr i i ari hasil pendekatan

tersebut dapa 3 sal dari hasil yang

katan inipun lebih

berupa kata-kata yang terdapat dalam teks naskah dan literature-literatur lain yang
relevan dengan pokok pembahasan.
B. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

“8 |exy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2005). Edisi Revisi, h.4

“9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), h.9
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Menurut G.R Terry, Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.>
2. Wakaf Tunai

Menurut Faisal Haq, wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun

oleh institusi pengelola wakaf (nadzk) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai

yang dibeli oleh masyarg lain Wakaf Tunai dapat juga

diartikan mewa rga yang dikelola oleh

institusi pert au lembaga keuangan syari 4 euntungannya akan
disedekahka i ak  bi i ntuk sedekahnya,
sedangkan at digulirkan dan
a yang halal dan
produktif, s [ ntuk pembangunan

Menurut fatwa MUI te nai, yang dinamakan wakaf tunai
(cash wakaf/ wagf al-nugud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok
orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam
pengertian uang adalah surat-surat berharga.*

3. Kinerja Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia (Zaman Jokowi dan Jusuf

Kalla)

*® Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 26.

*! Muhammad Tho’in, Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, (Jurnal Ekonomi
Islam, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015), 62

%2 Junaidi Abdullah, Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, (Ziswaf, VVol. 4, No.
1, Juni 2017), 89.
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Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang
sangat luar biasa pada tahun ini. Diperkirakan tren kinerja pengelolaan wakaf
nasional pada tahun 2023 akan kembali naik dibandingkan dengan kinerja tahun
2022. Ada tujuh indokator yang menguatkan proyeksi peningkatan kinerja
perwakafan tersebut.

Pertama, kinerja pengelolaan wakaf nasional tahun 2022 mengalami

kenaikan yang signifikan dibandingkan dengantahun 2021. Ini dapat dilihat dari

kenaikan nilai indeks wa R022 yang hampir dua kali lebih

besar dibandingka ki rilis resmi laporan
indeks wakafi khir januari 2023,
namun kalkul ya perubahan yang
sangat luar bi i “kurang” di 2021
menjadi kateg

Kedua. i dis Yo% Tae|p perwakafan juga

termasuk wakaf di dalamnya, pendirian komite daerah ekonomi dan keuangan
syariah (KDEKS), pembinaan nazir oleh otoritas, hingga dukungan APBD yang
menunjang operasional BWI daerah. Diantara provinsi yang paling signifikan
dukungan regulasi daerahnya adalah Riau.wajar jika kemudian gubernur Riau
Syamsuar mendapatkan BWI Awards 2022 kategori tokoh wakaf nasional unsur

kepala daerah. Kontribusi dan pencapaian gubernur Riau ini juga menginspirasi
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kepala daerah lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendukung perwakafan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, basis-basis wakif (pemberi wakaf)juga semakin meluas. Selain
wakif individu yang jumlahnya terus naik, saat ini jumlah wakif institusi juga
menunjukkan tren peningkatan dengan basis institusi yang semakin beragam.

Keempat, digitalisasi wakaf yang terus berjalan dan semakin efektif di

dalam memfasilitasi peningkatan kuakifas layanan perwakafan nasional.

Kelima, produk-prog Qeragam dengan pola pendanaan
yang juga semaki

at indikasi semakin

erlahan  tapi  pasti,

data primer dan sumber data S apun penjelasannya terkait dengan
sumber data yang digunakan yaitu :
1. Bahan Data Primer

Bahan data primeradalah yang langsung diperoleh dari sumber data
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa teks hasil
wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang

dijadikan sampel dalam penelitian. Data direkam dan dicatat oleh peneliti. Data
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primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah
data dihasilkan.
2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder adalahdata yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder berupa data-data yang
sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara melihat, membaca, dan

mendengarkan. Data ini biasanya Rerasal dari data primer yang sudah diolah

peneliti sebelumnya. Kategg
a. Data bentu
b. Data bent
c. Data bent
D. Teknik Pg
Tekni penelitian ini yaitu
teknik  wawg men) dan study
kepustakaan.
1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan
komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan
data (pewawancara) dengan sumber data (responde). Target wawancara ini adalah
untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di LKS sesuai dengan UU perbankan

syariah.

2. Dokumentasi (telaah dokumen)
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Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat
penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, laporan kegiatan, peraturan-
peraturan, foto-foto, dan data-data yang relavan. Target dari dokumentasi adalah
untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti.

3. Observasi
Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengamatan lapangan

terkait dengan data yang diambil ateknik ini dilakukan dengan mengambil

gambar/foto, audio atau cafz

Penelitian jari i ang ada pada buku-
buku, skripsi dokumen-dokumen
lainnya yang ini.
E. Teknik A

Penelitian @#talitati i . iksanali ata secara induktif,

disajika dalam catatan tertulis, rekaman, serta yang lainnya.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi data
Jumlah data yang banyak, rumit, dan kompleks itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu, berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini
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peneliti akan mencatat dan merangkum data, kemudian akan memilih hal-hal
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian membuang hal-hal yang
tidak penting.
2. Data display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar katggori, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif

paling sering digunakan u dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yangg
3. Couclusid d/verification
Langka arikan kesimpulan
dan verifikasi ifat sementara, dan
akan berubah k mendukungpada
tahap pengu kesimpulan yang
konsisten pada saat peneliti K& L Ms pulkan data maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal
penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang
akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dengan lengkap peneliti
menggunakan buku-buku atau literature yang relevan. Penelitian ini dilakukan

dengan mencari buku-buku atau litieratur yang relevan. Keterlibatan peneliti
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sangatlah penting karena Kketerlibatan dan keikutsertaan peneliti tidak dapat
dilakukan dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan pengamatan di tempat
penelitian agar diperolen data yang lengkap dan sesuai. Teknik penjamin
keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur

derajat kepercayaan (Credibility) dalam proses pengumpulan data penelitian®.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yanitu

menggunakan kata-kata, hal ini engaruhi oleh kredibilitas infirmannya,

waktu pengungkapan, a peneliti perlu melakukan

triangulasi yaid fata dari berbaga berbagai cara dan

waktu. Sehing i i dari i 3 knik pengumpulan

1. Triangula
Cara m ngan mencari dari

sumber yang berdgaim i aillPeneliti perlu melakukan

eksplorasi untuk mengece 33 aadlieragam sumber.

2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data

yang dilakukan kepada sumber data. Menguji Iredibilitas data dengan triangulasi

teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda®.

*3 Zuhairi, et.al, Pedoman Penulisan Karya llmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40
5% Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metodologi Penelitian, h.170
*® Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metodologi Penelitian, h.171
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Berdasarkan pada keterangan di atas bahwa triangulasi merupakan
mendekatan multimedia yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan
dan menganalisis data tersebut. Ide dasarnya adalah fenomena-fenomena dengan
baik sehingga diperoleh kebenarannya dan triangulasi berusaha untuk mengecek

berbagai sudut pandang yang berbeda.




BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah
1. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam
Setiap lembaga keuangan syari’ah mempunyai falsafah dasar dalam mencari

keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh

karena itu, setiap kegiatan legs a0 yang di kawatirkan menyimpang
dari tuntunan agama Di dalam al-Qur’an tidak
penekanan tentang
konsep orga i isasi terdapat dalam al-
Qur’an. Kons ' gai cabang-cabang
kegiatannya ’an. Dalam sistem
politik misal adanya kelompok
sosial yang berin [ : tang sistem organisasi

Lembaga keuangan syariah datdm beroperasi berpedoman pada alQur’an
pada sural al-Bagarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan siri dari unsur riba dan
menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.
2. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha

yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

37
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masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank
diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan juncto undang-
undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun
1992 tentang perbankan dan undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun
2008.

Adapun lembaga keuangan nonlkank (LKNB/Nonbank Financial Institution)

adalah badan usaha yang & di bidang keuangan yang secara

langsung atau tid; an mengeluarkan surat
berharga dan embiayai investasi
perusahaan. dang-undang yang
mengatur mas dimaksud.

3. Fungsi da

suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu
barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha
prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang
memadai®.

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:>’

% M Nur Rianto al-arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis,
(Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 81

3" Mardani, Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2017) hal. 5
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a. Pengalihan asset (asset transmutation)
Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada
pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga gcmberikan berbagai kemudahan

ng dan jasa
C.
am bentuk produk-
d. Efisiensi
Bank da an biaya transaksi
d ' o belayarte Ja baga keuangan nonbank
Ilik dan pengelola modal. Lembaga
keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling
membutuhkan.
Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai
berikut:

a. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan

jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.



fungsi sebaga

a.
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Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk
pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan
sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.

Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana
masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.

Menciptakan likuiditas sehinggagana yang disimpan dapat digunakan ketika

dibutuhkan sesuai deng
Menurut M b mempunyai beberapa
Memberi 2 : nggota masyarakat
bersikap dalam
engah masyarakat,
sebagai kebutuhan
Memberikan rasa aman K akat dalam bertindak untuk urusan
perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman
Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku
anggota.
Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan

dalam kegiatan di bidang perekonomian.
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4. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berasaskan prinsip

syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang dibawah

ini meliputi:>®

a.

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam

transaksi pertukaran barang

ang tidak sama kualitas, kuantitas, dan
waktu penyeraha gksi pinjam meminjam yang
mensyara erima fasilitas dana yang diterima
melebihi
Maisir, . i g diga ik eadaan yang tidak
pasti dan
Gharar, jak dimiliki, tidak
diketahui ransaksi dilakukan,
Haram, yaitu transaksi yang 0% & dilarang dalam Syariah.
Dzalim, yaitu transaksi yangmenimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya
Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu:*°
Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non syariah) yang

sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan

partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

%8 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama.. hal 5
*% Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia,2012) hal 16
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rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah
ke daerah-daerah terpencil.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa
Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan
demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antar lain melalui:
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.

2) Meningkatkan kesempatan kegia

3) Meningkatkan meng

C. b Droses pembangunan,
terutama ini diketahui masih
pank atau lembaga

B. iah Bank Syariah
Wakaf agi umat Islam di
Indonesia dalam b erikan solusi bagi upaya

peningkatan kesejahteraan u uas. Diperkenalkannya wakaf uang
ini dalam kehidupan umat Islam di Indonesia telah menggeser paradigma lama
bahwa wakaf hanya dimungkinkan terhadap benda-benda tidak bergerak seperti
masjid, tanah pertanian, dan tanah kuburan dan lain sebagainya. Selain itu,

diperkenalkannya kembali wakaf uang ini juga telah memberikan kesempatan luas
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bagi setiap umat Islam dari berbagai kalangan untuk dapat berpartisipasi
menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah yang besar®.
1. Peran lembaga keuangan syariah dalam wakaf uang di Indonesia

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di
Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga
ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang

dalam penerimaan wakaf uang. Hal iai disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004

Pasal 28 tentang wakaf yang apat mewakafkan benda bergerak

berupa uang mels ditunjuk oleh menteri”.

Dalam kaitan lembaga keuangan

syariah terten pertimbangan dari

Badan Wakif
Sekalip i b j - gan syariah sebagai

penerima wald@® ti g d |3l M wakaf uang umat

LKS yang dapat menerima darie asyarakat. Persyaratan ini meliputi:

a. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri

b. Melampirkan naggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum

c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia

d. Bergerak dibidang keuangan syariah

e. Memiliki fungsi titipan (wadi’ah).

80 Arif zahmari, Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,
(Malang: UIN Press: 2012), h. 1
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Persyaratan yang ketat ini bermaksud agar dana wakaf uang yang terkumpul
di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.®*

Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan
wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh
lembaga ini. Sebagian besar lembaga keuangan syariah memiliki jaringan kantor
cabang serta fasilitas ATM, yang banyak, SMS banking, Internet Bangking,

apahone Bangking, dan fasilitas autgadebet. Luasnya jaringan dan fasilitas bank

ini pada gilirannya memug kseluruh pelosok Indonesia untuk
dapat berpartisipaai

Selain j iliki sumber daya
manusia hang pulan dana wakaf
umat secara ul dalam lembaga
keuangan sya penjamin simpanan
sehingga danz Aamanannya®. Peran

strategi ini menumpt A S-PWU dapat menopang

Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh wakif kepada
nazir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui
investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah. Investasi

disini tentu saja dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada bank

%! Siregar Mulya E, Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang, Vol. IV
Nomor 04: 2011, h.49

82 Siregar Mulya E, Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang, Vol. IV
Nomor 04: 2011, h. 59
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syariah atau UUS harus di investasikan berdasarkan akad syariah seperti
mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk diluar produk
syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini wakaf uang
umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman
bagi para wakif.

2. Beberapa tantangan dan pelug LKS dalam implementasi wakaf di

Indonesia
Sebagai legs ; i R untuk mensukseskan
gerakan waka g jawab yang tidak
kecil dalam Ji Indonesia. Sesuai
dengan Unda intah salah satunya
adalah untuk nnya sebagai LKS
penerima wak : W tahun 2004, Pasal
sebagai penerima wakaf, berikan tanggung jawab untuk
memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas melalui sarana
dan strategi yang efektif.
Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia, LKS-PWU dapat melakukan
kerja produktif untuk dapat mensukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh

ini kerjasama LKS dan BWI sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kerjasama

ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan praksis sehingga

%3 peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 25.
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gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada
gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar.
Tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang
diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Memang harus diakui,
jumlah nasir yang memperoleh sertifikat dari BWI sangat minim jumlahnya.
Minimnya jumlah nazir ini pada gilirannya mengurangi peran mereka dalam

menggalang wakaf uang dari masyagkat. Selama ini nazir-nazir potensial yang

sudah lama berkecimpung akaf uang di Indonesia belum

memperoleh sertidi besar ini memperoleh

sertifikat dari A i in jumla kaf yang dihimpun

Tantang ‘ kepada para calon
wakif tentang ang wakaf. Dengan
kata lain, selafi## Ini { roye isa GMawarkan LKS-PWU
salah satu sarana untuk me aion wakif sehingga mereka mau
menginvestasikan uang wakaf mereka sambil meraup pahala akhirat. Para calon
wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap jika dana uang yang mereka
wakafkan akan diinvestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang konkrit.

Terkait dengan tantangan kedua ini, langkah awal yang dapat dilakukan

BWI dan LKS-PWU adalah upaya untuk memprioritaskan proyek yang sudah ada

untuk menjadi proyek andalan, baik BWI maupun LKS-PWU dapat saling
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mempromosikan proyek andalan ini sehingga para calon wakif dapat mengerti
kemana uang wakaf mereka akan diinvestasikan.

Tantangan ketiga yang dihadapi KLS-PWU adalah belum adanya kesamaan
pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta kemenag tentang beberapa poin
dalam Undang-undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya,
pihak LKS-PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan

kebijakan tentang wakaf uang. Sgbagai contoh LKS-PWU  disatu sisi

menganggap BWI sebagai yenang mensosialisasikan wakaf

uang di Indonegi gap LKS-PWU selain
sebagai lembz ) ialisasika ang. Hal ini terjadi
eraturan Pemerintah
Republik Indg ndang-undang No.

41 tahun 2004 gumumkan kepada

public atas akaf uang. Dalam
pandangan LKS, pa KS untuk mengumumka
keberadaan LKS hanya sebag crima wakaf uang. Tentu saja tugas

ini bagi kalangan LKS tidak termasuk tugas untuk mensosialisasikan serta
mengkampanyekan gerakan wakaf uang kepada masyarakat. Sebaliknya menurut
para pengurus BWI, LKS-PWU selain bertugas mengumumkan keberadaannya
sebagai lembaga penerina wakaf uang, juga berkewajiban mensosialisasikan

wakaf uang kepada masyarakat luas®”.

8 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
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Tantangan keempat adalah kurangnya sosialisasi wakaf uang. Kurangnya
sosialisasi wakaf uang ini menjadi penyebab kurangnya pemahaman dan
kebingungan para calon wakif ketika mereka harus berwakaf uang. Selain itu,
minimnya wakaf uang yang terkumpul boleh jadi akibat minimnya sosialisasi
yang dilakaukan baik oleh LKS-PWU maupun BWI. Dalam kaitan dengan
tantangan ini, BWI dan LKS-PWU perlu melakukan sinergi dalam melakukan

sosialisasi wakaf uang kepada magyarakat melalui berbagai cara dan media.

Sinergi ini dimaksudkan i tugas dan mengurangi dana

sosialisasi yang di ini harus disadari bukan
hanya kewajik api juga kewajiban LKS-PWE
C. Pengelolg akaf Uang
Syariah
Seiring ' ini kita bisa dengan
mudah menu
Nazhir (penerima waka paga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang (LKS-PWU). Wakif juga harus mengisi akta ikrar wakaf (AIW)
dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku.
2. Beberapa lembaga penerima wakaf uang diantaranya adalah Bank Syariah
Indonesia, Bank Muamalat, atau bank syariah lainnya, yang telah
mendapatkan izin dari pemerintah.

3. Setelah itu, LKS PWU akan menyerahkan tanda bukti berupa sertifikat wakaf

uang. Dalam hal ini, jumlah uang yang diberikan wakif dikenakan akad
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wadiah (titipan) dengan batas minimal 1 juta sesuai dengan ketetapan Badan
Wakaf Indonesia (BWI) Pusat.

Setelah melakukan skema di atas, maka Anda bisa dikatakan telah
melakukan wakaf uang. Tinggal nanti menunggu konfirmasi dari LKS PWU
setempat.Adapun contoh kasus wakaf uang bisa digambarkan pada ilustrasi
sebagai berikut: “Ibu Desi ingin mewakafkan 30 Mukenah untuk sebuah masjid.

la menyerahkan uang sebesar Rp 4.580.000 untuk pembelian 30 Mukenah dengan

nilai per Mukenah adalal ada pengurus masjid. Uang Rp

4.500.000 tersehu m dibelanjakan untuk

pengadaan M A ir wakaf uang yg

menerima setoran/

dan program produktif.
c. Pada program produktif pada pembiayaan usaha mikro,
pengembangan UMKM, dan pembiayaan usaha.
d. Tata Kelola berdasarkan Wakaf Produktif untuk menjamin akuntabilitas
penggelolaan dana wakaf uang.
Perbankan syariah dalam menjadi LKS-PWU perlu melewati berbagai
rangkaian sebelum ditunjuk oleh Kementrian Agama untuk menjadi LKS-PWU.

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Wakaf bahwa Wakif

dapatmewakafkan uang melalui Bank Syariah yang telah ditunjuk Menteri sebagai
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LKS-PWU. Bank Syariah ditunjuk sebagai LKS-PWU berdasarkan saran dan
pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebelum mengajukan
saran dan pertimbangan kepada Menteri akan melihat apakah calon LKS PWU
telah memenuhi syarat, yaitu:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;

2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

3. Memiliki kantor operasional di walayah Republik Indonesia;

4. Bergerak di bidang ke

5. Memiliki fugg
BWI set aratan di atas, wajib

memberikan ri setelah terpenuhi

persyaratan te selanjutnya kembali

kepada keput enteri iliki we . ah pengajuan saran

dan pertimbafii# i i pasRi LKS-PWU, atau

menolak permohona

sebagai LKS-PWU mengemba ; usus yang telah diatur dalam Pasal

25 PP Wakaf, yaitu:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima
Wakaf Uang;

2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;

3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama

Nazhir yang ditunjuk Wakif;
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5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam
formulir pernyataan kehendak Wakif;

6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut
kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang
ditunjuk oleh Wakif; dan

7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Bank Syariah dalam menerimagyakaf uang akan berada di pihak penerima

titipan. Hal ini dikarenakag dalam penerimaan wakaf uang

dari wakif me alah akad titipan yang
dijadikan aka: 5 PP Wakaf bahwa
wakaf uang an di LKS sebagai
titipan dan se wakif®Dana wakaf
dihimpun ole engan akad wadi’ah
yang merupa bagaimana dalam
Penjelasan Pasal 24
“Yang dimaksud memiliki fu itipan (wadi“ah) adalah LKS-PWU
memiliki produk penerimaan dana®d@pgan akad titipan dengan ketentuan bahwa
pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai
Nazhir menentukan lain.”

LKS-PWU dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf menggunakan akad
wadi’ah dengan fokus wadiah yad dhamanah. LKS yang menerima titipan dengan
wadiah yad dhamanah dapat menggunakan titipan atas izin pemberi titipan. Bank
Syariah selain dapat mengelola dana tersebut pun memiliki kewajiban untuk

bertanggung jawab atas dana yang harus kembali dengan utuh. Keuntungan yang

® Nun Harrieti, Etty Mulyati, him. 143
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diperoleh dari titipan tersebut kemudian akan menjadi hak penerima titipan,
namun apabila ada imbalan kepada pemilik dana, hal tersebut akan dikategorikan
bonus®®,

Apabila Nazhir menerima dana wakaf jangka waktu tertentu lewat LKS-
PWU, Pasal 48 ayat (3) PP Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaannya harus pada
LKS-PWU tersebut. Perlu diingat bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) PBWI 1/2020

mewajibkan untuk memisahkan peggelolaan dana wakaf uang jangka waktu

tertentu dengan wakaf uang elanjutnya, dalam Pasal 12 ayat
(2) PBWI 1/202Q . 2 untuk mengelola dana
tersebut di L u tertentu. Namun,
keputusan unt uk yang terdapat di
LKS-PWU vya hir, sebab Pasal 12
ayat (4) PBW stikan terpenuhinya
pembayaran a g jatuh waktu. Hal
Fungsi sosial dalam B3 satunya pelaksanaannya terdapat
dalam LKS-PWU yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang.
Hal ini dapat terealisasi dengan produk® Giro Wadiah merupakan salah satu
produk simpanan. Giro wadiah juga berlaku sebagai alat pembayaran dan

penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek. Akad wadi’ah merupakan akad

yang digunakan dalam produk giro wadiah. Giro wadiah selanjutnya berlaku

% Nun Harrieti, Etty Mulyati, him. 145

® Mulya E. Siregar, “The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf”,
Badan Wakaf Indonesia, 2011, https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankansyariah-
dalam-implementasi-wakaf-uang/.



53

sebagai sarana penitipan uang antara pihak yang menitipkan uang dan pihak-pihak
bank yang bertanggung jawab untuk keutuhan serta terjaganya uang tersebut.
Dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro ditentukan ketentuan
umum akad wadiah, yang berisikan bahwa akad wadiah bersifat titipan yang bisa
diambil kapan saja (on call), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam
bentuk pemberian (,,athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persyaratan

bagi giro wadiah ini pun telah diatur gleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu®®

1. Bank merupakan pihak a0 dan nasabah merupakan penitip

dana;

2. Bank tida Blehkan menjanjikan bahwa akan memberikan

imbalan 3
3. Bank har
4. Dana titip
rintah pembayaran
6. Persetujuan mengenai p penggunaan produk giro dituliskan
dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain
yang dapat dipersamakan dengan itu;
7. Bank harus memberikan transparansi informasi produk dan perlindungan
nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Produk giro harus terlaksana sebagaimana peraturan perundang-undangan

yang berlaku terhadap giro;

%8 Otoritas Jasa Keuangan, “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan”, 2015, hlm. 4
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9. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko;

10. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang
memadai;

11. Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait
APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme), DHN
(Daftar Hitam Nasional), Transparansi Informasi, perlindungan nasabah

sektor jasa keuangan, penjamingi Simpanan oleh LPS, kelembagaan Bank,

Tabungan o : jan akad titipan di mana
penarikannya ang disepakati oleh
pihak penitip Jalah Bank Syariah

dipercayakan ng yang dititipkan.

Berdasarkan entang Tabungan
menjabarkan ukan dengan akad
wadiah, yaitu tabung Ini merupakan simpanan

bisa diambil kapan saja (on ain berdasarkan kesepakatan, dan
tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (,,athaya)
yang bersifat sukarela dari pihak bank. Fatwa MUI tersebut telah mengatur
mengenai ketentuan umum dari tabungan wadiah, yang selanjutnya diatur lebih
rinci oleh OJK, di mana persyaratan tabungan dengan akad wadiah ialah®®:

1. Pengembalian pokok dana titipan nasabah dijamin oleh Bank dan disesuaikan

dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS;

% Otoritas Jasa Keuangan, him. 4
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Produk tabungan dengan akad wadiah menggunakan buku tabungan atau
account statement;

Produk ini bisa dikenakan setoran awal,

Dapat dikenakan saldo minimal,

Produk ini dapat dikenakan biaya administrasi rekening untuk hal-hal yang
berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya cetak

laporan transaksi dan saldo rekeaing, dan biaya pembukaan dan penutupan

rekening;
Rekening d a uang rupiah dan/atau
valuta asi a uang valuta asing

persetujuan untuk

potong oleh Bank
mbukaan rekening
tabungan;
Rekening tabungan denga arus diikutsertakan dalam program
penjaminan simpanan;

Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan;

Dapat ditambahkan dengan fitur pertanggungan asuransi syariah. Hal ini
diperuntukan Bank yang telah memiliki persetujuan bancassurance;

Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan

ketentuan yang berlaku;
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12. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan, yaitu hadiah tidak
diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak
menjadi kelaziman (kebiasaan), hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau
jasa (tidak boleh dalam bentuk uang), apabila hadiah dalam bentuk barang
harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal, dan
diberikan sebelum terjadinya akad wadiah.

Persyaratan mengenai tabunggg, wadiah apabila dilihat dari pengaturan

mengenai wakaf uang, mak U tidak dapat menerima dana

wakaf dalam kongi g dikonversi rupiah. Hal
ini mengingat af uang yang dapat
diwakafkan hz

Tidak s apat melaksanakan
fungsi sebaga njuk sebagai LKS-
PWU. Pelaks apa bentuk, salah
yang juga bisa terbentuk terpiSe SVariah”. Salah satu LKS-PWU yang
melaksanakan fungsi sosial seperti yang dijabarkan ialah Bank Muamalat
Indonesia (BMI) yang mendirikan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang bergerak
di pemberdayaan dalam sektor ekonomi’. Pendistribusian dana sosial BMM

memiliki fokus usaha mikro karena:

" Darsono, Ali Sakti, et. al, Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan,
serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, him. 39

™ 7 Sri Mulyani, “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat
(BMM),” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2), 2008, hlm. 185
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1. Pemberdayaan usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan broad based
development/development through equity;

2. 98% dari 39,72 juta UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro;

3. Usaha mikro membutuhkan pengembangan dan peningkatan daripada
pertumbuhan, sehingga lebih maksimal untuk diberdayakan;

4. Pemberdayaan usaha mikro efektif dalam menangani kemiskinan’.

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS)amerupakan bagian penting dari dana sosial

dalam Islam. Selain ZI dana sosial yang tidak dapat
dilewatkan. Bag A : )gsi  sosialnya dengan
menghimpun N menyalurkannya
kepada penge beri wakaf (wakif).
Pelaksanaan t at yang merupakan
salah satu LK
1. Wakaf tig skan untuk mengisi
Akta Ikrar kemudian diharuskan
mengunggah bukti trans : ara wakif menekan tombol “Kirim”
setelah data terisi lengkap; dan Menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
Digital untuk wakaf di atas 1 juta rupiah; Wakif yang berwakaf melalui media
elektronik channel hanya akan mendapatkan SWU digital jika berwakaf uang
senilai lebih dari Rp 1 juta dan melakukan konfirmasi by email ke pihak
Bank; dan Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang secara digital dari Bank

Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU paling lambat H+5 hari kerja.

2 Muhammad Fatikhul Mufidz, et. al, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial
Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021, him. 157-158.
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2. Wakaf secara langsung, yakni Datang ke Cabang Bank Muamalat; Mengisi
Akta lkrar Wakaf; Melakukan setoran tunai via teller/transfer; dan Menerima
Sertifikat Wakaf Uang untuk wakaf di atas 1 juta rupiah”

Bank Syariah bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan
dana wakaf uang kepada Nazhir dengan rekening titipan dengan wadi’ah di mana
hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab secara

fungsi sosial Bank Syariah, namun juga sebagai pelaksanaan akad wadi’ah dalam

rekening Nazhir yang meg Tanggung jawab Bank Syariah

sebagai LKS P tuk menghimpun dan

menyalurkan ( & uang, namun dalam PP BWI 1/2020 terlihat
bahwa Bank ' ang apabila wakaf
tersebut meru j embali lagi kepada
kesepakatan 3 i 3 akaf uang.

Pelaksarj@@ i v iak dla menghimpun dan

Nazhir, dan menjaga keutuhan dana tersebut. Hal ini sebagaimana dalam
Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menekankan bahwa
akad wadi’ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang
mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan
untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Selanjutnya, dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan

3 Bank Muamalat, “Wakaf Uang”, https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf
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Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk produk yang
menggunakan akad wadi’ah, Bank Syariah memiliki kewajiban untuk menjamin
pengembalian pokok dana titipan nasabah dan dapat diambil sewaktu-waktu dan
mengikutsertakan pada program penjaminan simpanan.

Bank Syariah selanjutnya memiliki hak untuk mengelola dana apabila tidak
ada ketentuan lain dari Nazhir, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (3)

huruf e. Bank Syariah dalam penggholaan dana menjadi tanggungan Bank, di

mana Nazhir dalam hal inji palan dan tidak akan menanggung
kerugian. Bank il dari pengelolaan dana
tersebut, nam S i iper|e i muka, melainkan
hanya sebaga i AL Dapat disimpulkan
bahwa Bank ; Jsi ig Syariah dengan
menghimpun LKS-PWU juga

memiliki tang

menjamin dana tersebut agar t€

Penerimaan wakaf uang ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab
Bank Syariah, namun dapat dilihat sisi dari tanggung jawab Nazhir pula, yaitu
tanggung jawab dalam menerima wakaf uang. Bentuk tanggung jawab Nazhir
dalam pelaksanaan LKS-PWU ini berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PBWI 1/2020
yang menjelaskan apabila dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf uang

di bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan,

™ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah”, Madani Syariah,
Vol. 3 No. 2, 2020, him. 142
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Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang
tersebut. Bentuk tanggung jawab untuk menjamin tidak berkurangnya dana wakaf
uang ini merupakan tanggung jawab Nazhir kepada Wakif agar sesuai dengan
pelaksanaan wakaf uang sebagaimana maksudnya dengan prinsip syariah dan
peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat bahwa wakaf uang
merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang pemanfaatannya tidak secara

langsung, namun dari keuntungan dengelolaan wakaf®, di mana selanjutnya

dalam Pasal 42 UU Waka . mengelola dan mengembangkan

D. Peranan

System perbankan ganda
(dual banki : i perbankan  syariah
menjalankan manajemen dan

gedung yang konvensional dan

prinsip konvensional, sedangkan perbankan syariah melandaskan kegiatannya
pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini adalah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

> Amirul Bakhri, Srifariyati, “Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal
Madaniyah, Volume 1 Edisi X1, 2017, him. 130
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Kewenangan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dibidang syariah
khususnya dalam kegiatan perbankan syariah sebagaimana diamanatkan di dalam
Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang perbankan Syariah. Ketika belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi DSN-MUI dan
produknya berupa fatwa, maka daya ikat fatwa lebih didasarkan pada konsep
hukum yang hidup (living law)®. Dengan demikian, meminjam ajaran dari Eugen

Ehrlich bahwa keinginan untuk gengadakan pembaruan hukum melalui

perundang-undangan, yakni a0 syariah telah seimbang dengan
kesadaran atau i akat. Konsekuensinya
peraturan pe ndang Perbankan
Syariah dan | 2laksanaannya akan
mempunyai dg ul.

Perbank iah_g i i : onomian nasional

memiliki fung A : 303 di-ungsi intermediasi

menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat
yang mengalami lack of fund dalam bentuk pembiayaan. Terhubungnya pihak-
pihak yang mengalami surplus of fund dengan pihak-pihak yang mengalami lack

of fund tersebut mampu meningkatkan daya guna uang dan lebih jauh lagi mampu

"® Khotibul Umam, “Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan
Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah,”Mimbar Hukum 24, No. 2, (2012): 369.
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menggerakkan perekonomian, sehingga dengan fungsi strategisnya tersebut
perbankan syariah disebut juga sebagai urat nadi perekonomian.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,

dan istishna, transaksi pinjam megainjam dalam bentuk piutang gardh, dan

transaksi sewa-menyewa Jj iarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persg ariah dan/atau Unit
Usaha Syaria dibiayai dan/atau
diberi fasilita elah jangka waktu
tertentu deng hasil. Hal tersebut

sebagaimana Undang Perbankan

Syariah.
Eksistensi barkegy@ari : thi kebutuhan masyarakat
Islam akan pelaksanaan ajara 1 enyeluruh (kaffah) termasuk dalam

kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah”’. Perbankan syariah telah
memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melakukan
fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran

lain yang Kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam

" pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank
Syariah,”Mimbar Hukum 2 No. 3, ( 2009): 477
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pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah
terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya®.

Selain fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial
sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Salah
satu bentuknya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf
uang. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Wakaf,

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda milikg an selamanya atau untuk jangka

waktu tertentu luan ibadah dan/atau
kesejahteraan rara’ secara umum,
wakaf adalah ukan dengan jalan
menahan (pe anfaatnya berlaku
umum. Yang ang diwakafkan itu
agar tidak di an dan sejenisnya’”.
dalam mengembangkan kegiate omi, dan kebudayaan masyarakat®.
Sebuah riset M.A. Mannan berjudul “Structure Adjustment and Islamic Voluntary
Sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh” yang dipublikasikan oleh
IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa “wakaf uang” juga dikenal
dalam Islam.16 Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di

Mesir. Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan

"8 Yuli Andriansyah,”Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya
bagi Pembangunan Nasional,” La_Riba Jurna III, No. 2, (2009): 195

" Suparman, “Strategi Fundraising Wakaf uang,” AL-AWQAF 11, No.2, (2009): 14

8 Jafril Khalil, “Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh,” AL-AWQAF I,
No.2, (2009): 51
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sungguh merupakan inovasi dalam keuangan public Islam. Wakaf uang membuka
peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan,
dan pelayanan social®’.

Agar wakaf uang tersebut lebih produktif, maka perlu diciptakan sebuah
lembagapengelolanya, karena itu wakaf uang juga memerlukan pengelola yang
bermoral bersih dan berpengetahuan tingi dalam pengelolaan modal®?. Perbankan

syariah sebagai intermediary institudion yang memiliki peran startegis dalam

system perekonomian jug 0 yang sangat strategis dalam
pengelolaan wak3 ' & memiliki fungsi sosial
sebagaimana (

Perbank [ i )30a i miliki peran yang
sangat starate : ) i in itu sebagaimana

Syariah, perbankan

a adalah dengan

fungsi sosial perbankan syariah ini, selain itu dalam pengelolaan wakaf uang
diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelonya secara professional agar
dapat lebih bernilai produktif.

Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana social yang

81 Jafril Khalil, “Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh,” AL-AWQAF I,
No.2, (2009): 52

8 Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqud (Wakafuang) dalam Perspektif Hukum Islam,” AL-
AWQAF I1, No. 2,(2009): 11
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berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Selanjutnya dalam Pasal 4 Angka
4 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Pelaksanaan fungsi
sosial perbankan syariah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga ketentuan mengenai wakaf dalam Undang-Undang
Wakaf dan peraturan pelaksanaannya sangat terkait denganpelaksanaan fungsi

social perbankan syariah dalam pengekolaan wakaf uang ini.

Unsur-Unsur Wakaf . Undang-Undang Wakaf adalah
meliputi Wakif, B : o Deruntukan harta benda
mewakafkan harta
pun badan hukum,
a benda wakaf dari
untukkannya dapat
meliputi pers@@fa jani . N@@hir memiliki tugas
untuk melakukan “Pelea 3 el wakaf, mengelola dan
mengembangkan harta bentk dengan tujuan, fungsi, dan
peruntukkannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Salah satu bentuk harta benda wakaf adalah benda bergerak berupa uang.
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan
syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga keuangan syariah yang

dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan

syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan
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pernyataan kehendak wakif secara tertulis kepada lembaga keuangan syariah.
Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat
wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh
lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan
harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya tujuh

hari kerja sejak diterbitkan nya sertifikat wakaf uang tersebut.

Ketentuan lebih lanj wakaf uang ini diatur di dalam
Peraturan Pemerig 0 anaan Undang-Undang
Wakaf (selan akaf memberikan
definisi meng ifi i g dikeluarkan oleh
Lembaga Ke i ) i ) penyerahan wakaf
uang. Lembag § dan telah ditunjuk

oleh Menteri 3 IS8 a Ke i erima Wakaf uang

Keuangan Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyampaikan
permohonann secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar
dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah
Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi
titipan (wadi’ah). Pasal 25 PP Wakaf menentukan bahwa LKS-PWU memiliki
beberapa tugas yaitu mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai

LKS-PWU, menyediakan blanko sertifikat wakaf uang, menerima secara tunai
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wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam
rekening titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, menerima
pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir
pernyataan kehendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan
sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada
nazhir yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada menteri

atas nama nazhir. LKS-PWU harus mamliki produk penerimaan dana dengan akad

titipan dengan ketentuan bz a.dana titipan dalam hal ini LKS-

PWU dapat menga i menentukan lain.

terangan mengenai
nama LKS-P 3 if, j : g, peruntukkan dan
jangka waktu , zhi , serta tenpat dan

tanggal pene ifile : i lakukan perbuatan

hukumwakaf B ia 3 = au tidak terbatas

kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU. Saat ini sudah
ada 12 LKS-PWU yang keseluruhannya berbentuk Perbankan Syariah yaitu Bank
Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega
Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD
Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, dan BPD Jatim Syariah.

E. Tanggung Jawab Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf
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Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 PP Wakaf, maka perbankan
syariah sebagai LKS-PWU salah satunya bertugas untuk menempatkan uang
wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU vyang dilakukan secara tertulis
selanjutnya LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud
melalui LKS-PWU adalah bahwa uang wkaaf harus ditempatkan di LKS sebagai

titipan (wadi’ah) dan selanjutnya dagat dikelola Nazhir dengan memperhatikan

kehendak wakif serta rekomg asi jika ada. Penjelasan Pasal 24

huruf E menjels P\WU memiliki fungsi

menerima titi ah) adalah LKS-PWU me K penerimaan dana

dengan akad dana titipan dalam
hal ini adalah sud sampai Nazhir
menentukan g

Produk
simpanan. Pasal 1 7 : : an Syarih memeberikan
definisi mengenai simpanan J dipercayakan oleh Nasabah kepada
Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalam
Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya
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yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang
penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara
nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Giro adalah
simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunkaan cek, bilyet giro, sarangaberintah pembayaran lainnya, atau dengan

perintah pemindahbukua isi tersebut, maka dua produk

simpanan yang dag abungan dan giro.
Ketentu i nd’ah ini diatur di
dalam Fatwa bungan. Ketentuan
umum tabung yan wadi’ah bersifat
simpanan yan an kesepakatan dan

tidak ada imh emberian (‘athaya)

berdasarkan wadi’ah yaitu bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (on call)
dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya)
yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan lebih lanjut mengenia tabungan
dan giro wadi’ah ini terdapat di dalam Surat Edaran Babk Indoesia No.
10/14/DPbs Tahun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank
Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa
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Bank Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dalam kegiatan giro dan
taabungan atas dasar akad wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai
berikut: bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak
sebagai penitip dana, dalam kegiatan wakaf uang ini maka bertindak sebagai
penitip dana adalah Nazhir. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai
karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasbaah sebagaimana diatur di

dalam ketentuan Bank Indonesia megegnai transparansi informasi produk Bank

dan penggunaan data pribag enankan menjanjikan pemberian

imbalan atau bgQa wajib menuangkan
kesepakatan & atau tabungan atas
dasar akad apat membebankan
kepada nasab g terkait langsung

dengan biaye artu ATM, buku/

tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan melalui Suat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah telah membuat Kodifikasi produk dan aktivitas standar bank
umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam
produk tabungaan berdasarkan akad wadi’ah, maka bank bertindak ssebagai
penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank tidak

diperkennakan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank
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menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil
sewaktu-waktu. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan tabungan
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau
bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank menerapkan transparansi
informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkit tabungan, bank

memiliki kebijakan dan prosedur ugtuk mitigasi risiko. Bank memiliki system

pencatatan dan pengadrgé yang memadai. Persyaratan
pembukaan rekegi £l [ gntuan terkait yaitu anti
pencucian ua o sparansi informasi,

perlindungan j j mpanan oleh LPS,

kelembagaan

untuk mengelola dana titipan dl nazhir menentukan lain, sehingga
jenis wadi’ah yang digunakan termasuk kedalam jenis Al-Wadi'ah yad
adhdhamanah yaitu dimana bank sebagai pihak yang menerima titipan simpanan
dari nasabah meminta izin kepada nasabah yang bersangkutan untuk
mempergunakan simpanan tersebut dengan catatan bank akan mengembalikan
simpanan tersebut secara utuh, atau dengan kata lain bank bertanggung jawab atas

segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada objek titipan tersebut.

BAB V



72

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Praktik LKS-PWU tidak mengkategorikan penerimaan dana wakaf dari
Wakif sebagai produk, namun hanya sebagai program pelaksanaan fungsi
LKS-PWU saja. Bank Muamalat Indonesia pun menekankan bahwa
pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf merupakan tanggung jawab

Nazhir. Bank Syariah sebagah L KS-PWU memperlihatkan bahwa Bank

Syariah tidak hanyg ebagai LKS-PWU, namun juga
gl ini menjamin bahwa

asukan simpanan

uang di Indonesia
akaf Uang (LKS-

pnerbitkan sertifikat

dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga
Tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang
dihubungkan dengan undang-undang perbankan syariah dan undang-
undang wakaf adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan

mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazhir.

B. Saran
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1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah adanya usaha lain untuk mengoptimalkan
pengelolaan wakaf uang, yaitu mencari terobosan baru atau ide-ide untuk
mengelola dan mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif agar
dapat mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam yang membutuhkan
manfaat dari harta wakaf tersebut, tanpa harus membebani umat.

2. Bagi masyarakat, agar lebih dapat responsive terhadap pengelolaan wakaf

dengan berfikiran wakaf adalah kebutuhan investasi untuk dunia dan akhirat,

serta lebih selektif dalg memilih lembaga agar harta yang
dikeluarkan A s i kemaslahatan umat

Islam pac
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